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1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3465); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5495); 

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun tentang Perubahan Kedua Undang - Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

a. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 14 ayat (2) 
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
49/PMK.07 /2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, 
Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan 
Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata 
Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di 
Kota Denpasar Tahun Anggaran 2016; 
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Pasal 8 

Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: 
(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari 

Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa. 

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening 
Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja 
setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah. 

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Tata Cara Pembagian clan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap 
Desa di Kata Denpasar Tahun Anggaran 2016 diubah sebagai berikut: 

Pasal I 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
WALIKOTA DENPASAR NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA 
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI 
KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2016. 

MEMUTUSKAN 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 

6. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288); 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07 /2015 tentang Tata 
Cara Penggunaan, Pengalokasian, Penyaluran, Pemantauan dan 
Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 684); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa; 

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal clan 
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2016; 

10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07 /2016 tentang Tata 
Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan clan 
Evaluasi Dana Desa ; 

11.Peraturan Daerah Kata Denpasar Nomor 8 Tahun 2015 tentang 
Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 
(Lembaran Daerah Kata Denpasar Tahun 2015 Nomor 8); 

12.Peraturan Walikota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara 
Pembagian clan Penetapan Rincian Dama Desa Setiap Desa di Kata 
Denpasar Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kata Denpasar Tahun 
2015 Nomor 5); 
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Menetapkan 



BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 NO MOR 12 

Diundangkan di Denpasar 
pada tanggal 3 Juni 2016 

SEKRETl/1/1- KOTA DENPASAR, 
RAI ISWARA 

fJ RAI DHA MAWIJAYA MANTRA I 

Ditetapkan di Denpasar 
pada tanggal 3 Juni 2016 

/ry--WALIKOTA DENPASAR #> 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah 
Kata Denpasar. 

Pasal II 

(3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap: 

a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh 
perseratus); dan 

b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh 
perseratus); 

(4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa 
menyampaikan : 

a. Peraturan Desa mengenai APB Desa kepada walikota. 

b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran 
sebelumnya. 

c. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa dan laporan 
realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b 
kepada walikota paling lambat minggu kedua bulan Maret. 

(5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa 
menyampaikan : 

a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada 
walikota. 

b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana 
Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh per 
seratus). 

c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana 
Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada 
walikota paling lambat minggu kedua bulan Juli. 

(6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan 
dalam APBDesa. 
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